BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan

bahwa kegiatan penagihan yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara telah

sesuai dengan petunjuk teknis dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur yang

didasarkan pula pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Dari

pembahasan tersebut, prosedur atas pelaksanaan kegiatan penagihan PKB oleh

UPT PPD Surabaya Utara adalah sebagai berikut:

f |

Bagian Pendataan dan Penetapan melakukan cetak SPSOPKB, NPPKB, dan
NTPKB melalui sistem atau aplikasi “Cetak Surat Tagihan PKB”

Bagian Pendataan dan Penetapan memisahkan dan mengelompokkan
dokumen tercetak  berdasarkan kelompok atau jenis surat tagihan, jenis
kendaraan dan kecamatan pada surat tagihan.

Bagian Pendataan dan Penetapan menyerahkan dokumen tercetak kepada
Bagian Pembayaran dan Penagihan

Bagian Pembayaran dan Penagihan membuat Lembar Produksi Dinas Luar
Bagian Pembayaran dan Penagihan mendistribusikan SPSOPKB, NPPKB,
dan NTPKB kepada Petugas Dinas Luar

Petugas Dinas Luar melakukan kegiatan dinas luar yaitu distribusi surat

tagihan tercetak atau penagihan kepada Wajib Pajak.
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7. Petugas Dinas Luar melakukan ‘ENTRY’ dan ‘STATUS’ terhadap hasil
kegiatan dinas luar
8. Petugas Dinas Luar menyerahkan hasil dinas luar kepada Bagian Pembayaran
dan Penagihan
9. Bagian Pembayaran dan Penagihan melakukan kegiatan arsip dokumen hasil
dinas luar
Kegiatan penagihan atas tunggakan -atau tagihan Pajak Kendaraan
Bermotor yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara tersebut berjalan cukup
efektif, hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara data target atas PKB dan
realisasi penerimaan yang telah diterima. Selain itu, tingkat keefektifan juga dapat
dinilai dari jumlah atas percetakan dokumen penagihan pajak kendaraan bermotor

yang mengalami penurunan pada jenis dokumen penagihan yang tercetak.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian
Berdasarkan penelitian mengenai- Prosedur Penagihan atas tunggakan
Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Surabaya Utara, saran untuk peneliti
selanjutnya yang menjadikan tugas akhir ini sebagai referensi yaitu:
1. Mengambil topik atau permasalahan yang sejenis dengan objek penelitian
atau unit lain yang sejenis.
2. Menggunakan topik mengenai prosedur penagihan atas subjek penelitian

atau subjek penagihan yang lain.
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Adapun implikasi penelitian dari tugas akhir ini, mengingat pentingnya

memenuhi atau mencapai salah satu komponen PAD yang akan digunakan untuk

kepentingan pembangunan dan umum yaitu:

1.

Pihak UPT PPD Surabaya Utara kiranya dapat melakukan sejumlah cara
atau langkah untuk meminimalisir atau mengurangi adanya tagihan atau
tunggakan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

UPT PPD Surabaya Utara dapat melakukan perketatan atau upaya
penagihan dengan cara yang lebih membuat masyarakat atau wajib pajak

tersebut segera melunasi kewajiban perpajakannya.
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